BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa kejahatan spionase yang dilakukan oleh suatu negara merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum diplomatik,
khususnya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kejahatan
spionase ini melanggar hak kekebalan korespondensi pada Pasal 27 Konvensi
Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan jika kejahatan spionase itu
dilakukan terhadap kepala negara maka tindakan tersebut melanggar ketentuan
dalam Convention on The Prevention and Punishment of Crimes Against

Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973.

Apabila dikaitkan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh
negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis, Tindakan
penyadapan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1961
tentang Hubungan Diplomatik dan Convention on The Prevention and
Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including
Diplomatic Agents 1973. Adanya hubungan baik antara negara Amerika
Serikat dan Perancis yang telah berlangsung lama, sehingga Perancis tidak
memberikan sanksi kepada Amerika Serikat, hal ini terjadi karena Presiden
Amerika Serikat juga telah berniat baik secara tegas langsung menyatakan

pemohonan maaf dan akan menghentikan tindakan spionase tersebut.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan
antara lain:

1. Pemerintah Amerika Serikat seharusnya tidak melakukan tindakan spionase
apalagi terhadap negara yang telah lama menjadi sekutunya, sebab tindakan
tersebut bisa merusak hubungan baik antar negara serta Pemerintah Amerika
Serikat harus menepati pernyataannya yang tidak akan melakukan tindakan
spionase lagi terhadap negara Perancis

2. Pemerintah Perancis seharusnya bersikap lebih tegas terkait tindakan
spionase tersebut, jadi tidak hanya melakukan tindakan protes saja, tetapi
bisa juga melakukan tindakan balasan atau bisa juga dengan membuat
peraturan khusus antara negara Perancis dengan negara Amerika Serikat

terkait tindakan spionase.
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